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13,

NOMOR

PENETAFRAN
18/Pdt P/2007/PN, JKT. PST,,

Y DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA™

Pengadilan Negeri Jukarts Pusat yang memeriksa dan mengadili perkar-perkam perdata
permobionan dalam tngkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalamg ﬁcrmnhmmn

AMINATUN NAJARIAH,,

HUSAIN SYAFE.,

HASAN TANTOWIL.,

IRTA SUMIRTA,,

ISHAKA BOLA,,

MA'MLIR ANSORI,

MARULLAH,,

NLIR DAHLIA BIKY.,

RAHARIA.,

. Drs. RATONO M.ag.,

SAIFUL HADL,,

 WANMAYETTY. 5,

YUD!I WAHYLIDA,,

f

Pekerjuan lbu Kumah Tangga, slamat Perumahan Taman
Wanasan Indah Blok. M 1,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Cipasungsari Kec Cibatu
Kab. Purwakara,,
Desa

Pekerjoan Wirnswasta, Alamm Haurgung.  Keg

Tarogonge. Garut,,

Wiraswasti, Alamat Jalan Swasembada Barat T RLO308 No,
%, Tanjung Priok, Jakarta Utara

e W

Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Susukan. Ciracas, Jakarta' ™
Timur,,

Gury Honorer, Alamat Warakas. Gang 15/37 Tanjung Priok
Jakara Timur,,

Wiraswasta. Alamat Pegadun. Kelopa Gading Jakana Utara.,

Wiraswasta. Alamat Jalan Kebon Bawang X1 Tanjung Priok
Jakartn Ulvarn., .

Operator. Alamat Julun Pucung. Taman Griva Permai Blok. A
13 No. 14 Kota Baru. Cikampek ,

Mubalig. Alamat Desa Bojong Kaum Rt 01, No. 23 Keg
Kemang Bogor.,

Wiraswasta. Alumat Kp, Cikumir. Jakamulys Bekasi,,

Wiraswasta Alamat Jalan Maspd Annur, Gang Lanpgar No
22, Kt 04402, Menteng Dalam. Tebet Jakarta Selatan.,

Wiraswasta. Alwmat Sungst Bambu. Tamjung Priok. Jakarta
Utara,.

Palam hal ini memilib kantor kuasanya yang akan discbut dibawah ini dun menerangkan dengan
ini memberikan kuasa penuh kepada ABU SAID PELU, SH dan REKAN., adalah advokat dan
pengacara dun Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dun Korban Tindak Kekerssan) yang
berkantor di Jalan Borobudur No. 14, Menteng. Jakara Pusar., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggul 30 November 2006, bertinduk untuk dan atas nama 13 (tga belus) Korban dan

' Keluarga Forban Pelahggaran HAM TMW"b Priok |

selanjutnys mohon disebut sebagai -

L1
L] F

Para Pemohon



Pengadilon Negeri tersebut |

nvembaca berkas Permohonan yang bersangkutan |

Telah melihat dan memeriksa bukt surat-surat yang digjukan Pemohon | w=-=sseeemescecaeas
I'eluh mendengur keterangan Pemohon dan saksi-saksi, sertd sakst ahli | s-eeemsmeemsmeeens
@ i

=

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mentmbang, bahwa Pars Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertubis
tertanggal 21 Januari 2007., dan didaftarkan di Kepaniternan Pengadilan Negen Jokara Pusatl
pada tanggal, 31 Januani 2007, dibawah Register Nomor © 18/PdyPROOT/PN, Jkr Pst, twelah
mengemukakan hal-hal sebagar berikut . -

- Bahwa Permohonan & quo merupakan upaya memperoleh hak-hak korban dan keluarga
korban Penistiwa Tanjung Priok, dimana perkara dimaksud telah disidangkan, oleh karena
it pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hukim dalun perkara nomor
O Md HAMAD Hoe2003/PN Jkt Pst., secarn legas I11LI'I='_~."lI1:1|\url korban atau keluarga
korban berhak mendapatkan konpensast dari Negara | el

Hahwa adanya amar putusan terkait dengan kompensasi dimaksud dalam putusan-perkara
Namor -0 1Pid HAM/ A Hoo/2003/PN.Jkt st adalah untuk menghindan kecemburuane
bagt korban vang belum mendapatkan kompensasi melaluw mekanisme islab. Didalam
pertimbangan hukum halaman 148 perkarn tersebut, Majelis menyvatakan ™ . menurut
Majehis Hakim agar ndak mengundung kecemburuan dengan korban kelompok islah
adalah wazar dan layak mengabulkan sebahagian dan kompensasi yang dimohonkan oleh
pisri korhin non islah, . ", wnue

Bahwa dalam perumbangan Putusan Pengadilan Tinggi DK Jakarta 31 Mei 2005 dengan
nomaor - Ol/pidhamiad hoe/2005/PT DKL, jo. Putusan Mahkamah Agung tangpal 28
Pebruan 2006, nomor : 09 K//PIDHAM AD HOC2005., tdak  membatalkan
perimbangan  Majehs Hakim pada tngkat pertama  dalam  perkara  nomor
O1/PMd Ham/Ad. Hoe/ 2003/PN Jkt.Pst,,  dimana  dinvatnkan  pars  pemohon  berhak
menerima kompensasi dar Negara | . -

- Bahwa munculnya perimbangan kompensasi bagi korban dalam perimbangan Majelis
Hisksm pommor | 01/Pid HamdAd Hoe 2003/PN ki Pst., dilatarbelakang adanyn pengajuan
permohonan kompensas: Para Pemohon melalul Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekernsan (Kontras) yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum
(JPU) padn tanggal @ Jul 2004., Hal i Im:mpn.nl.uu.'. bahwa korban layak mendapatkan
kampensust darl Negura | -seeaseseeeee- -

- Babwa Permobonan 8 quo harus dilihat sebaga tanggung jawal Negara terhadap warga
negaranya yang mengalani dan menjadi korban tndakan kekerusan, dalam hal imi pada
peristiwa Tanjung Priok 1984, terlebih-lebih tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh
Aparat Megars, moka Negara harus melakukan pemenvhan hak-hok kompensasi dan
rehabilitas: terhadap para korban Oleh karenanya upaya untuk memperoleh keadilun ini
sepatutnyn  diterima dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Mengingat penistiwa Tanjung Priok telah menimbulkan korban meninggal dan luko-luko
akibut tndokan represif Negura werhadap Para Pemohon, maka sudah sepatutnya dan
merupikan thnrusun Ketua Pengadilun Negen Jukarta Pusat untuk mengikutl, mengyali
dan memahami rasa keadilan para korban ahll wans |
Berikut bunyi Pasal 28 dyat (1) ULk Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan bahwa @ Hokim waylb menggah dan memahami milad-nilm
hukum dan rasa keadilan vang hidup dalam masyarakat "




mﬂ

- Bahwa bunyi amar Putusan dalam perkara nomor : 01/Pid HAM/Ad Hoc/2003/N Tkt Pst
adulah sebagai berikut - * Membebankan kepada Nepara membayar kompensasi berupa
moten] sebesar Rp. 658000 000, (énam ratus lima pulub delapan juta rupiah) dan
immiaterial sebesar Rp, 357,500,000, (uga ratus lima pulub wyub juts hma ratos rib
rupiah kepada 13 orang korban/ahli waris peristiwa Tanjung Priok™

Kompensast diakui dan Konvensi dan prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hak
Asast Manusia yang menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya |

1 F] “
- Bahwa melalul ratifikast konvens) Internasional tentang Konvénsi Menentang Penyiksaan
(Convention Agamnst Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or
Pimshment ) melaln UU Noo 5 Tahun 1998, Konvensi Anti diskriminasi Rasial
{Convensation on the Elimination of all Forms of Racisl Discrimination) melalu UU No

240 Tahun 1999 dan Konvensi Hak Anak (Convensation on the Rights of Child) melalul
heppres Momor 36 Tahun 1990, secara otomatis Negara Indonesia (eluh mengakui hak
atas pemulihan dan kewajiban Negara memberikan pemulihan terhadap para korban dan
keluarga korban pelanggaran HAM beral Tanjung Priok |

Hahwa dalam ketentuan Universal Declartion of Human Rights Article 8B, menyebutkun

* Setip orang berhak atas pemulihan yang efektif (effective repedy) oleh Pengudilan
Nasional yang kompeten bagi mgreka yang mengalami undakan pelanggaran hak-hak
dusar yang diberikan atas dasar konstitusi atau perundang-undangan * seeeeseeracie

- -
=

- Bohwa dilam ICC (international Criminal Court) pasal 75 menyebutkan | =T

“ Bahwa Mahkamah harus menctapkan prinsip-prinsi vang berkenan dengan ganti rug
kepadao, atau berkenaan dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi dun rehabilitas
kompensasi

- Buhwa dalam ketentuan International Convenant on Civil and Political Rights Article 2
R T LT T ——

Setp Negara yang mengukur konveoan i mengambil longkah-langkah | ceseeeeeecaae
* Memastikan orang vang mengulami pelangparun HAM  mendapatkan pmnul:lmra
wlektil (elTective remedy ).
» Memastikan mereka yang berhuk tersebut haknya ditentukan oleh otoritas peradilan,
adminmistrative, alau ln.:g:slniwe, alau instanst Negara laim yang bEIH‘HIT.lIIu; el
svstem hukum Negara bersangkutan. .
« Menjamin instansi berwenang ity akan menegakkan upava hukum tersebut ”, sseeeeeee .

Bahwa dalam ketentuan International Convenant on Civil and Political Rights Ar 14 (6),
menyebutkan ; -

“ Bagi mereka yang telah dihukum untuk susty pelangparan pidana dan kemudian
keputusan tersebut berbalik atau in diberi ampun berdasarkan fukt vang baru, vang
menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, maka orang tersebut berhak
MENUARE GANL TUE " eeemae .

- Bahwa dalam ketemuan Convention of The Rights of the Child Art. 39, menyatakan | —---

* Nepara harus memberikan pemuliban fisik dan phisikis bagi anak yang menjadi korban
chplonasi, kekerasan, penclamaran, penviksaan, bemtuk  perlakuan vang  tidak
menusiawt dan kejam, atau korban pering . sseeeeeeu

- Hahwa dalam ketentuan Convention Against Torture and other Cruel Inhuman and
[}c'j_r.l-;lmb'! Featment Art H menyatakun =

’ “ Megara harus menjaniin dalam  system  hukumnya  bubwa  korban  penyiksaan
memperoleh  ganti rugl, kompensagi? dan rehabilitast yang memadai dan seadil

v



e ———————————————————————————————eee e
|

mungkin. Bila si korban telah meninggal maka orang yang menjadi’ fanggunganmnya
harus mendapal kompensasi * —------

- Buahwa berdasarkan uraian mengenat Instrumen [nternasional Hak Azasi Manusia diatas
dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara nomor @ O1/Pid HAM/Ad
Flow/ 2003/PN Ikt Pst,- maka sudah seharusnys amar puiusan wrkait dengun Kompens:
dapat dilaksanakan | cecssssemrmnvemm

-

F i
- Buhwa kompensasi wajib dibertkan oleh Negara kepada Keluarga/ahli wans Korban
pelangearan Hak Asasi Manusia sebagaimuny dijelaskan’dalam prinsip-prinsip Dasar dan
Panduan Tentang Hak Aws Pemulithan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran Berag
Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter
Internasional (Basie Principles and Gidelines on The Right to A Remedy and Reparation
fur Vietims ol Gross Violations of Intermational Human Rights Law and Serious Violation
of Internationsl Humanitanan Law), diadopsi dan dinvatakon oleh Resolust Majelis
Umiam 60/147, 1entanggal 16 I."Jcs.::mMr 2005 (C.H.R Res 2005/35) No. 33, 36, 4] ucbngul
berikut

[5u]mu Prinsip Mo, 33, menyebutkan
" Bahwa sevap pelanggaran Hak Asasi Manusia memunculkan hgk otas g si difihak
korban atau ahli wansnya, yang mengimplikasikan kewajiban di fihak Megara untuk
membual reparasi dan kemungkinan bagi korban untuk mencarl penggants kerugian dan
pelaku pelanggaran ™, “resiiiiien

.

Bahwa prinsip No. 36, menyebutkan |

“ Hak atas reparasi mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban, hak im
mencakup langkah-langkah individu terkait dengan hak atas restitusi, kompensasi dan
rehabilitasi, dan langkah umum perbaikan seperti digtur dalam serangkaan prinsip dan
sturan dasar mengenat hak atas reparas: © -

Balwa prinsip No. 41, menyatakan

“ Pada tingkat individu, korban termasuk kerabat dan anggungannya harus mendapat
pemulihan yang efektil’ Prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin
Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban . «=eeeeees

- Buhwu dengin demukian amar putusan dalum  perkars nomor - OLPID HAM/AD
Hoe/2003/PN Ikt Pst., Jo, Nomor : 01/PIDMAM/AD Hoe2005/PT DK, Jo. Nomar : 09

- KD HAM AD HOCR2005,, securs tdak langsung mewmibkan Negarn memberikan
kompensas: kepada korban sudah tepat dan horus segera dilaksanakan | ssececmmsscscinrase.

Pudvscins Lalam Perkara Nogror 0 00 PEDHAM AL Hoe 2003 PT.OKL, Ju. Nomor 09
K PHLHAMAD HOC 2005, Waplh  dilaksanakan  tunpa harus . menungsgn pﬂ'ukr:
pelipiciran ditenpken, dIBnie, Gl diVOREs, sseesseemeseiens. -

- Bahwa pertmbangan hukum Majehs Hakim perkara Nomor - 01/Pid HAM/Ad
Hoc 2003/PN Jkt Pst., mengenm kompensasi, telah menegaskan sdanya kelompok korban
selain Para Pemohon, Kelompok korban dimaksud telah menenma kompensasi dengan
mengeunakan mekanisme [slah sedangakan Para Pemohon ditegaskan dalam Putusan
Pengadilan ;

- Bahwa kelompok korban yang menenma dengan mekamsme Islah ndak perlu menunggu
Pelaku pelanggaran ditangkap, dituntst dan divoms tedlebib dahulu, Sedangkan Para
Pemohon merupakan korban dan keluarga korban pun berhak menenima kompensasi
tanpa harus oenunggu Pelaky pelanggaran ditangkap, duuntut dan divomis | seseeeceees —eees

’ = Bahwa selamn tu Para Pemohon sebaga korban dan keluarga korban dapat memperoleh
kompensast tanpa harus  menunggu (Para Pelaku  pelanggaran bisa  diindentifikas,

b



_

ditangkap, dituntut atan divomis berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan panduan tentang
hak atas pemulihan dan reparasi kepada korbanpelangguran berat Hukum Hak Asasi
Munusio Internasional dan pelanggaran serius Hukum Humanieir Internasional diadopsi
dan dinyitakan oleh Resolusi Majelis Umum 600147, tertanggal 16 Desember 2005,

pasil 9 yang Derbunyl | seemessssecssosemncanss - mrenare

* Sesvorang harus dianggap sebagai seorang korban tanpa menghiraukan apakah para
nelaky pelanggarun biasa diindentifikasy, ditangkap, dituntut, atau divonis dan tanpu
‘ menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan karbdn e
'
- Bahwa dengan demikian permohonan eksekusi atas  putusian perkara  Nomor
1P HAM A Hoc/2003/PN.JkPst., Wajils diberikan oleh Ketua Pengadilan Negen
Jakaria Pusat oleh karena dalam putusan Pengadilan Tingg: DKl Jakarta, Nomor .
01/ IDHAMAD, HOC2005/PT.DKL, Jo. Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 09
/P HAM AD HOC/2005,, tidak menvatakun batal pemberian kompensasi terhadap
korban | .

Permolionan &

Hahwa schagai Wargs Megara Republik Indonesia Pemohon, gepertl Jalmya dengan
Warga Megara Republik Indonesia lain, memiliki hak yang sama di depan hukum uniuk
mendapatkan keadilan dan jaminan kepentingan sebagal Warga Nepgara seperti tercantum
dulam Pu‘.-ml 28 [ avat (1) Undang-Undang Dusar 1945 yang berbunyi : IR

e

* Setiap oring berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil sera perlakuan yang sama di hadapan hukum ™. >

- [ahwo sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon juga dijamin perlindungan
dun pemenuhan hak asasi manusianya seperti lercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 39
Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunys

~ Mepara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggl Hak Asasi Manusia dan
kebebasan dasar manusia sebagal hak secara kodrat melekat pada dan tidak terpisabkan
dari manusia, vang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan
martabat kemanusinan, kesejahterann, kebahagiaan, dan kecerdasan sera keadilan ™ ---

Bahwa dalam putosan No. O1/Pid HAM/AD Hoe/2003/PN JKLPsL, telah mengabulkan
sebagian dan menetapkan bahwa sgjumluh 13 orang berhuk mendapatkan kompensasi
QNN PEITRLILN | <mmemsmmsmmmmsessos s et ssrms s s s em s s se s s s s d ot b s

NO | NAMA MATERIL | IMMATERIL
1 Hachtiar Johan Rp. 35000000, Rp. 12.500.000.,
2 Aminatun 35000000, 12.500.000.,

| 3 Husain Safle 250,000,000, | = sseseeee
| 4 Ratono 17,500,000, | 67,500,000,
$ |[Marullaeh 8,500,000, 12.500.000,

B Syaiful Had) 112500000, e
Ryl 3ok ' 22,500,000, | 35.000,000.,
8 |Ishaks Boln $.500.000., | 35.000.000 , |
g 'Makmur Anshari 17,500, 0040, , 12,500,000,
0 |Rahwris ' 15.000.000,, 12 500,000,
H {dfrta Sumincla & 500000, 67.500.000.,
12 [ Yudhi Wahyuwdi 3.500.000., 67.000.000.,
| B i Amir Bkl L 125.000.000, 35,000,000,
' , J UML A H Rp. 658000000, | Rp 357500000,




w

Bahwa jumlah keseluruhan kompensast dalam Putusan Perkara Nomor : 01/Pid HAM/Ad
Hoc 2003PN Jki Pst., tersebut sebesar H'.p 1015500000, (Satu IT'III}'H.I lima belas juta lima
ratus Pl TUPIGH ), srvssamesssrosronsoasennssonscssannnnnnnas

Hohwuy berdasarkan hal tersebun diatas, dimohon Kewa Pengadilan Negen Jakarta Pusal
uniuk mengeluarkan Penetnpan sebagar berikut

| Menyatakan 13 (Tiga belas) korban dan keluarga korban Tanjung-Priok yang bemama
Hachiiar Johan, Aminatun, Husain Safe, Ratono, Abdul Bushir, Marulluh, Syaiful Hadi,
Syarif, Ishaka Bola, Makmur Anshari, Raharja, Irta Sunting, Yudht Wahyudi dan Amir
[i1k1 berhak menerima Kompensasi | - e

2 Menvatakan nilai kompensasi bagi 13 (tiga belus) korban dan keluarga korban Tanjung
Priok adalah sebagal berikut ;
KOMPENSASI MATERIL DAN IMMATERIL KORBAN TANJUNG PRIOK
[NO | NAMA MATERIL IMMATERIL
I Bachtiar Johan | Rp 35.000.000,, Rp. 12.500.000.,
2 Aminatiun . 35000000 .0  -LH560.000
3 Husain Safle - F0000000, | eeseeee
4 |Ratono ! 17.500.000,, ﬂ?iﬂﬂﬂ[ﬁ[}l
5 Marullah 8.500.000,, 12,500,000
| & |8y piful Hadi 112500000, |  sessesem
T | Syarif 22.500.000., 35.000.000:,
§ |lshaka Bola 8,500,000, 35,000 000, ,
9 |[Maokmur Anshari 17.500.000., 12,500,000,
| 10 R oo harija 15 000000, 1 2.500.000.,
{ 1] ] LA S m it A I & 500000, 67.500.000.,
12 ([ Yud hi W hyudi | 3. 500000, 67.000.000.,
113 [N e B0 k| | 125,000,000, 35,000,008,
| T UMLAH | Rp. 658000000, | Rp. 357 500,000.,

3. Menvatakan Negara CqPresiden Rl Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesin segera
mencairkan dan menyalurkan kompensas: dimaksud pada ungiu 2 {dua), secara langsung
kepada Para Pemobon secarn cepat, teput dan layuk

Mensmbarg, bahwa pada han persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang
menghadap kuasanya HARLIS AZHAR, SH dan REKAN di persidangan, dan setelah surm
permuhonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ja tetap pada 81 surat permohonannya
hanya uda penggantian pencantuman beberapa nomor |

Mewmbgy, bahwa uniuk menguatkan  Permohonannya, pemohon mengajukan di
persidangan surat-surat bukti berupa foto copi yang telah dm.sumkan dtngan aslmyu dan U:Iuh
diber materad yang cukup sebagai berikut | -

- Folo copy Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat., Nomor
L 01/Pid HAM.Ad Hoer2003/PN Jkt. Pst., dibert tanda P =1 |

- Foto copy Piagam Islah., diberi tanda P -

Foto copy Putusan Penpgadilan Tinggi DK Jakarta, 31 Met 2005 dengan Nomor
U 1/Pid/ Hain/ Ad Hoe2005/PT_ DKL, diber tanda P -3 ; --

’ - Folo copy Putusan Mahkamah Agung, tanggal 28 Pebruarm 2006, Nomor @ (W
R HAM, AD HOC/ 2008, diber gt P-4, .

*




m

Folo copy Surat Keputusan (SK) RKomisi Uniuk Orang Thlang dan Korban Tindak
Kekerasan (Kontrag),, Nomeor @ 250/SK-Kontros/ V12004 tertunggal 9 Juli 2004, diben
tandda P -5 | .

- Buku berjudul | mereka bilang disim tidak ada Tuhan (Suara Korban Tragedi Priok),
diberi tanda P - 6A |

- Buku berjudul Sukrulisasi Ideologi Memakan Korban (Tanjung Prok Sebuah Laporan

Investigast),, diben tanda P - 6B | ,.t

Lembar Fakta HAM Edisi 11 Komisi Nasional Hok Asusi Manusin
eklarasi Universal Hak Asasi Moanusia ( DUHAM) hal. 23., dibery tanda P~ 7 | c=emeeeee

- Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, hal 211 dan hal 214, diberi tanda
P=8:

- Konvensi Hak Anak (Convention of The Rights of the Chald) hal 152, dibeni tanda P - 9 .

konvensi Menentang Penyiksaan don Perlokuan atao Hukuman Lain vang Kejam, Tidak
Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention aghint Toflre and other
Cruel Inhuman and Degrading Treatment) hal. 258 diben tanda P =10,

- -

Statuta Roma (Mahkamah Pidana Internasional), hal 99, diben tanda P = 11 | ssssemscseesr

[tesolusi Maju.,hs. Umum A60/147., tertanggal 16 Desember 20035, hal -4, liil:lcn tanda

P-12

Memmbang, bahwa surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas tidak ada ashnya ---

Menimbarg, buhwa selain mengajukan bukti surat-sural tersebut diatas, pemohon juga
mungajukan dua (2) orang saksi yang L::Lmnganmu didengar dibawah sumpah vang masing-
masing bermama

Saksi 1 Moh Arvsyad Indar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aminatun Najariah tapl saksi kenal dengan ke
dua belas Pemohon lainnya dan saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon
ini ndulah korban kasus Tunjung Priok tnhun 1984 |

- Bahwa suksi melibat adanya pendentaan atnu kerugian dan dan salah satunya
teman baik saksi yaitu Husein Syafe vung tertembak kakinya dan beliau dibawa
kerumahsakit Tentarn dan sewakiu beliau mau mengeluarkan Pen vang ada di
koki yaitu dengan biaya sendin dan perdagangannyapun terbenghkalal dan dua
Tokonya di Permai itu habis karena tidak terurus, diantaranya itu Toko Buku
don Toko Busang dan Rumah tinggalovapun habis terjual dan sekarang Husen
Syafe tinggal i rumah dengan mengontrak, e

- Bahwa saksi mengetashur Husein Svale mengulami diskriminasi dari Negara
schingga belian tidak bisa bekerja lagi dan beliau juga tidak pernah
mendupatkan ganti rugl dan pelaku ataw doan Negara atas Toko-tokonya yang
hilang dan begitu juga dengan korban kasus Tanung Penok yang lainnya ; —--

- [iu_i'w.'n siksl pernab mendengar Putssan Pengadilan tentang Kompensasi untuk
korban Tanjung Priok, tap pelaksanain kompensasi lerscbul sampai sekarung

belum pernah nda , ‘ -
L] »

¥
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- Babwa saksi  mengatakan fa selaku Tokoh Masyarakat melihat dengan jelas
akibat dani perisiwa dilingkungan Tamjung Priok, semun omng-orang di
Fanjung Priok seperti mencekam dan semua kebilangan pekenjaannya, seperti
Husein Syafe vang tadinya mempunyni beberupn Toko jadi tidak punya dan
beliau vang tadinya punya rumah lalu dyual dan sekarang behau tinggal dengan
mengontrak rumah dan mengenat ansknya yang tadinya sekolah lalu putus
sckolah karena tlidak punya biayva dan kemudian anaknys bekena untok
membintu penghasilun orang tuanys dan saya tahu persis ity karena rumah
beliau berdekatan dr.n;_..an rumah saya dan sava :-chﬂ.gm seorang mushim juga
senng membantu beliau | D e e

- Bahwa saksi mengunakan masyarakat Tanjung Priok sendint cukup peduls
dengan masyarakat yang menjadi korban kasus Tanjung Priok, sebab orang-
orang yang tertembak i bukaniah perampok, mereka adalah masyarakat vang
sedong mendengarkan nasehat-nasehat dari Dai-dai dan apa vang diperingatkan
dary Dai nu adalah benar |

- Bahwa saksi mengatakan kerugian yvang ada disekitar Tanjung Priok, saksi
memperhatikan kehhatannya Pemenntah baru melek matanya don saksi juga
ada membaca di Koran dulu air di Tanjung Priok ausnyﬁn E‘Eﬂﬁ-ﬂﬂ Alr Pam
sidah masuk |

- Bahwo saksi mengotakan tdek pernob uda Komuntkas: atay gaiti Tag- dan
"Megara kepada pemulihan kasus Tanjung Priok secara kolektif dar whun 1985%
hingga sekarang sebab kolaw ada penggantian tentunya banyak orang . yang
diganti sebab kerusakan akibat dan Kasus Tamjung Priok ini bukanlah sedikit
dan yang merusak itu bukanlah masyarakat Tanjung Priok melainkan orang-
orang atau masyarakat luarlah yang masuk dan merusak Tanjung Priok | —sesee-e

Bahwa saks: mengatakan w whu Putusan Peogadilan tentang kompensas: kasus
Tanjung Priok, namun saksi mengatakan dia tidak tahu mengapa kompensasi
terscbhut sampal saat i belum pernah diberikan kepada Para kKorban Kasus
Tanjung Priok dan untuk tu saksi memohon kepada Ibu Hakim untuk
meluruskannya , -

- Bahwa saksi juga menambahkan memohon dengan hormat kepada [bu Hakim,
karena Para Pemohon i sangat memerlukan bantuan karéna sudah sangat
menderita sekian  loma  jadi wlonglah  disegerakon, diputuskan  bahwa
kompensasinya 1tu harus sepern keluar, sebab saksi melihat © korban banjir saja
segera, korban Sunami segern dan ini vang menjudi korban tembak bertahun-
tahun tidak pernah dibenkan bantuan, alangkah kasthannya sudah tertembak
ditwhan lag: dan sudah ditahan digebukin lagi, jadi itulah permintaan sakst agar
kompensast korban Tanjung Priok agar sepera mungkin dlh:flknn kepada Para
Raorban | =- e TR e

Saksi 11 Abd Bashir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagar bertkut 1--e--e-
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon kasus Tanjung Priok | ««--es-ccceeeseea-

- Bahwa saksi menjelaskan salah satu korban Tanjung Priok yang bernama Saiful

Hadi vang pada sant sebelum kejadian kasus Tonjung Priok pekerjuannya

adaloh berdagang dan mempunyai banyak sekali tanggungan, yaitu adik-

adiknya tapt jumlahnya berapa saksi ndak tahu Dan pada saat belum kejadian

. Rasus Tanjung Priok adik-adiknya semus sekolah, tup seteloh penstive Kasus
Tanjung Priok semua adik-adinya berhenti dari sekolab, it dikarenakan Saiful

pada saat Kasus Tanjung ["ri.1$. ditahan kemudian setelah saiful keluar dan



tahanan usaha dagangnya berantakan karena tidak terurus dan akibatnya Saiful
kehilangan pekerjaun |
Rahwa sakst menjelaskan Smful seteloh keluar dan tabanan mendapat cidera
fisik dan jugs ada dus orang adiknya Saiful yang menderita sakit
berkepamjangan dan vang membiayainya pengobatan semua adalah keluarga
Suiful sendin dalam armi tidak ada mendapatkan bantuan dari siapapun | seseeeees

Bahwa saksi menjelaskan Saiful mengalam: diskrimigass,, difitnah yaitu orang
vang dianggap bertentangan dengan Negara, melakwkan sufersif dan akibat dan
pada v yuzah Smful dilmlangkan dan bukutbukunya juga dibilangkan dan
diambil oleh Petugas dan Kodim Jakarta Pusat | ---
Bahwa saksi menjelaskan tentang kondisi dani Para Pemohon yaitu kehilangan
pekerjaan, kemudian semacam diskrimiontil yong artinya didalam masyarakat
dinila: mereka disejajarkan semacam PKI dan pada akhimya bermasyarakat nya
tidok bisa dekat don anak-anak mereka jadi terganggu karena orang memilal
mercka adalah orang-orang jahat |

Bahwa sakst mengetahw Putusan  Pengodilun  tentang  kompensasi  kosus
Tanjung Priok, namun kompensast tersebut sampas sant . belum pernah
diterima oleh Parn Korban tersebut .

Bahwa saksi menjelaskan dampak dari peristiwa tersebut yaitu Para KdrtmnT
“kehilangan pekerjaan, mereka sangat kesulitan ckonomi dan anak-anak mereka
putus sekolah dan sangat sulit mendapatkan pekerjaan ;

Bahwa saks: memjelaskan setelah peristiwa tersebut Para korban kasus Tanjung
Priok atay Parn Pemohon mendapatkan perlokuan teror, dan Temuarg dan sampai
sekarang perakan merckapun masth diawas: begitu juga dengan  pihak
Kelurahan yang juga ikut mengawasi Para Korban i, taps untuk membuat KTP
tidak dipersulit ; . .-

Bahwa saksi menjelaskan Para korban kasus Tanjung Priok dan juga Para
Pemohon pernah mendapatkan sejumlah Materi tupi saksi tidak tahy apakah it
kompensast atau tidak dan Matert ersebut dan Yayasan Penerus Bangsa vang
pemiliknys Para Korban yang sudsh Isluh dengan TNI dan dan TNI o
pihaknya vaitu salab satunva Bapak Srivanto ;

Bahwa saksi memelaskan o mengetabw  Putusan  Pengadilan  tentang
kompensasi  kasus Tanjung Priok, tapt saksi tidak mengetohui  kenapa
kompensasi tersebut sampai sekaring belum pernah ada,

Meaenimbang, bahwa dipersidangan juea telah di dengarkan kewerangan Ahli ¢ Ita Fatia
Nadia Dra., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagan berikul | coeeccemmmrmanacena

Rahwa saksi pekenjsannyn Komisioner anti kekerasan terhadap perempuan | —--

Hahwa saks: bersedia disumpah dan akan membertkan keterangan sesum
dengan keahlian saks dalmm bidang i,

Bahwa saksi melihat persidangan Tanjung Priok inl dan masalah kompensasi
tidak bisa dilepaskan dengan pendekatin HAM dan hok-bak orang, Karcna
sepanjang kompensasi tidak diberikan maka berarti pemenuhan terhadap korban
pelanggaran HAM iu tidak diberikan artinya korban pelanggaran HAM tetap
saje menjadi sedrang  korban  karens pendekatan HAM  atau  pemulihan
kompensasi, rehabilitasi dan géspitulasi, kompensasi 18 adalah pemulihan dan
pemuliban dan pringipel vanhopen itw adalab huk-hak korban yang harus dilibat
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sebagar bagian usaha pemajuan dan perlindungan hak ssasi artinva bahwa tidak
udn hak asasi wnpa pemulihan terhadap hak korban, itu prinsip vang harus
dipegang dan untuk masaloh Tanjung Priok dan saksi juga sejak tahun 1984
secara dekat mengikuti, bahwa pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok pun
it tidak dinyatakan sebagsi pelanggaran HAM berat, tetapi saya may
mengatakan bahwa siapa korban pelanggarun HAM Tanjung Priok korban
adalah mereka baik secara individu ataupun kelompok yang menderity kerugian
termasuk  cidera pistk maupun mental, penderitagn  @mosional,” kerugian
ckonomi ataupun perampasan yang ternyata tgrhadip hak-hak dasamya, baik
dengan tindakun sengaja maupun tidak sengaja -----

Seorang pemohon disini yang menurut saksi selain din terlanggar haknya
sebagal manusia tetapl dia jups mengalami pelecehan seksual ketika dig di
interogasi dan ini adalah fakw Kita udak bisa bicara masalsh Kompensasi tanpa
adanya fakta, saksi pernah mengikuti International Court untuk Yugoslavia di
Den Haag selama 6 bulan, dan setip kali Pengadilan di Den Haag tidak pernah
tdok lepas dari fakia, karena selurub fakta it adalab bagion dari pemutusan
untuk kompensasi. Jadi saksi mengaca kepada pengalaman saksi di Den Hag | -

Bahwa sewakiu saksi di Den Haag ada 2 (dua) kompegsas: salpvang belum
dikabulkan dan satu yang dikabulkan tapi belum dilaksanakan Jadi kalau ity
ada yang dikabulkan tapi belum dilaksanakan, make it skan menjadi fakia
suksi kunci, sakst korban, fakia atau suars korban terus menerus menjadi e mn,
artinya sebetapa jauh din menderita tw terus menerus. Maka disetiap
kompensasi atau Pengadilan untuk memutus kompensasi, maka HAM harus
terus menerus dibindirkan karens fakta ity penting seberapa jauh dia sudah
mengatami. 1 Indonesia, masalah kompensasi ady dua (2), masalah hak-hak
korban dan korban ity ada 3 (tiga) manurut Van Hoven, vaitu hak untuk tahu
tentang dirinya kenapa dia menjudi korban, kemudisn atas keadilan dia harus
tahu rasa adilnya dan yang ketiga adalah hak atas reparasi. Suksi membaginva
hak atas untuk tahy atas keadilan itu menvangkur masalah kovenan-kovenan
hak sipil dan politik. Dan untuk reparasi adalah kovenan hak okosov, sementara
Indonesin sudah meratifikasi dun kovengn i Darl 2 (dua) kovenan ini
scbelulnya saksi mengatakan bahwa keputusan dibertkannys  kompensasi
hepadu seluruh Korban Tanjung Priok harus segera dilaksanakan, karena kita
sudah meratifikasi kovenan i, maka disimlah perlunya hak i harus segera
dipenubi dengan dilaksanakan, jika tidak diluksanakan Negara berkewayiban
menyediakan syarat-svarat pemuliban i, kemudian klim pemuliban tidak bisa
diundurkan oleh ketentuan komtra rasa keadilan Muhkamah Agung, jadi ini
harus , - -

.

Bahwa hak-hak korban ada 3 (uga) yanu bak untuk tahu kenapa dia menjadi
korbun dan hak atas keadilan karena dia menjadi korban dia berhak menuntut
hak keadilannya dan hak atas reparasi, tiga hak ini bisa dibug menjad: 2 (dua)
yatily hak sipil dan politk dan hak ekosov. Hak ekosov hak sipil dan politik ini
kita sudah meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nasional dan menurut sava
selalu didolam kompensasi baik dibidang pengalaman Megara-Negara lain
maupun yang sckarang kasus Tanjung Priok kita harus segera melaksanakannya
atau kompensusi ity scgera diberikan kepada korban, karena menurut sava
pemulihin sebagian dari penegakan hok manusia it tidak bisa ditunjukkan oleh
penguat pembatasan apapun, artinye ketika pemuliban {w kompensasi sudah
diputus oleh Pengadilan tidak bisa dicabut kembali atay  ditunda lag
pelaksanaan dengan carn apapun. Dan Megars mempunyai kewajiban untuk
melakukan keputusan ity secepat mungkin tanpa ada reserpas) |

- Bahwa suksi thu karens saksi bekerja di Komnus HAM Ant Kekerasan
terhadap Perempuan. Kalay suddh Pengndilan memutuskan itu, maka urusannys

#
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kepada Sckretarist Negara dan Menten Aparatur Nepora, kepada Menter
Hukum dan HAM tetapi vang penting didalem pelanggaran HAM berat bukan
soul keMenterian-keMentenan mu tapi vang penting adalah kewajiban Negara
dan disini adalah suksi tidak berurusan dalam sisi manapun, didalam Undang
Undang HAM No. 39, yang sedang kami revisi inl ataupun tentang Pengadilan
HAM No. 26 Tahun 2000, ndak dirinei PP 3, Tahun 2002, wentung penetapan
atau rincian u adalah Negaro, perkarn nanti Negara siapa, apakih Sekneg atau
banyak sckarang imumiti karena Negara dengan tidek punya uvang Bahwa
MNepara harus berkewajiban memberikan, Bnhwa kbmpensast 1tu ada didalam
Deklarasi dan i sebuah deklarasi vang' menvertai  ketika terjadinya
pelunggaran-pelanggaran HAM berat, dan kasus Tanjung Priok yang sudah
lwma ‘dun diingkari oleh Pemenntah it semestinya tidak lagi dijadikan alasan
untuk ndak membenkan kompensasi kepada selurub korban, karena sekali lag
saksi ungkapkan bahwa korban punvak hak selan 3 (tga) hak tadi vang saksi
suduh sebutkan juga hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dan itu hak dasar
sebagian dari hak asasi manusia, oleh sebab i saksi sebagai saksi ahli
mengatakan : Bahwa kalau memang sudah diputuskan oleh Pengadilan dalam
wakiu dekat harus segera dilaksanakan |

Bahwa saksi mengatnkan tentang pemberian Kompensosi adadett hal yang
mendesak, karena sudab mermtifikos dus komyvenan dan kompensast untuk
kusus-kasus Tanpung Priok vang dikategorikan sebapai pelangparan HAM berat
Jiu salah saw dasar dan pemenuhan hak sebugar manusia, kareno pcrhnrl:lunhun
erhadap hok-hok asasi manusia bdok akan ada tanpa pemulihan terhadap
pelanggaran. kKalau dasar its ndak dipenuhi, maka din tetap saja belum dipénubi
hak-haknya dan dia tetap bisa menuntut | “e

BGahwa meskipun pelaku tidak dihukum etapr bahwa suaras korban itu adalah
saksi korbun yang sangat kuat untuk kusus Tanjung Prick meskipun Sutrisno
dibebaskan dan udak dihukum dan pelanggaran HHAM beratnya tdak diaku
tetapi ada [Islah diluar Pengadilan artinva secara in formal  diskwinya
pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok, meskipun Islah itu dilakukan secara
individual dan secara misiatif dan beberapa orang tetapi itu secarn informative
adaleh pengakuan adanya kasus Tanjung Priok dan iy menurut saksi sudah
cukup kuat untuk menyatakan meskipun secara formatif Pengadilan tidak
diakui, tetapn secarn nformalpun  masvarakat mengakul  bahwa terads
pﬂlunggaran HAM berat dan itu tetap tdak mengurangl hak korban unh.rL
mendapatkan kompensasinya |

Bahwa saks: mengalakan lentung kompensasi yang diberikan kepada korban
scharusnys  dianggarkan dalam APBN atas Sekretanm Negara. Sejauh yang
suksi tahu scharusnva mengengparken melalul Kementrinn HUKUM dan HAM,
kurenn dibentuknyas Kemeninan HUKUM dan HAM adaluh untuk menjawab
persoalan-persoalan pelanggaran masalah, maka Sekretanat Negara seharusnya
lewat APBN menganggarkan lewat Kementrian HUKUM dan HAM seyumlah
untuk memberikan kompensasi iy, Dari pengalaman saks atoy menurut Van
Heven prinsipll pengaturan perhitungan kompensast batk maten] maupun
immaterial dan immatenal disini tidak dalam bentuk vang, tetapi permintoan
muad dun pengakuan ketika tenadinya pelanggaran HAM berat, didalam kasus
mater] dalam Deklarasi Van Hoven sesunggubnya dan sehetulnya pernah
dilakukan antara Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk keharusan masa laly
yang menghitung kerugian materil 1ty adalah korban dan diserahkan kepada
pihak yang br:tw:ﬂ.:lnb dalam hal imi Sekretariat Negara atou Presiden dan
perhitungan int harus didasarkan pada ssat dia mengalami kekerasan dan
. dampaknya dan juga disini ada by Anvinatun vang mengalami pelecehan
sehsual, kompensasi tidak hgnys materi] etapi jugn pendampingsn secara
psikologis, dan wmmpmgnn'_ pstkologis juga ndak hanya kepada lbu
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Aminatun tetap kepada seluruh ingkungan Tanjung Priok yang dia mengalam
trauma, pertama pisik karena pengamayaan maupun trauma psikis yaitu termor,
penahanan, penghilangan secara paksa dan sikma yang dikatakan bahwa orang-
orang di Tanjung Priok terlibat PKI dan ini juga bagian dari Immateri] yung
harus dipenuhi dan ini tidok bisa distur oleh Negara tapi suara korban vang
didampingi Pengacaranya atau oleh Tim yang akan mendampinginya untuk
mengalur seluruh Kompensas: | —eseesacosmemaman

F o
Menmntbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penctapan inl, maka segala
kejadian sebagaimana vang tercatat dalam Berita Acura Persidahgan dianggap tercantum dalum
Penetapin ing | - i

Muerimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon Penctapan ,

Menimbang, bahwa 151 dan maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana
tersebut diatas |

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan
pelaksanaan  putusan  perkara Nomor  01/Pid. HAM/Ad-Hoe/2003/PN.JKkt.Pst., khususnya

pemberian kompensasi kepada 13 (tiga belus) korban dan keluarga korban Tagiyeg-Priok oleh
Nepara, Vil | ssee-=- :

I Menyatakan 13 (tiga belas) korban dan keluarga korban Tanjung Priok yang bemama
Bachtiar Johan, Aminatun, Husain Sale, Ratono, Abdul Bashir, Marulla, Syaiful Hadi,™
Svarif, Ishaka Bola, Makmur Anshari, Rahaja, lrta Sumirta, Yudh Wahyudi, Amir Biki
berhuk menerima kompensasi |,

=t

Menyatakan milai kompensasi bagi 13 (hga belas korban dan kelusrgs korban Tanpung
Priok adalah sebagai berikut ©

'NO NAMA | MATERIL IMMATERIL
|| Bachtir Johan | Rp 35000000, [ Rp. 12500000, |
| 2 [Aminatun | * 35000000, 12.500,000, |
3 Husain Sarflfe 250.000.000,, |  seeese -
4 [Ratano | 17.500.000,, &7.500.000.,
5§ |Mrarullah £ 500.000., 12,500,000, |
6 Syaiful Hadi ‘ 12500000, | ceceeeees |
T ISy arnil 22,500,000, 35.000.000.,
# |Ishaka Bola | 8,500,000, 35,000,000, |
9 Makmur Anshari | 17.500.000,, | 12.500.000., |
W | Raharija | 15,000,000, 12,500,000, |
Al i f'rta Sumirita | 8500000, 67 500,000, |
112 | Yudhi Wahyudi . 3.500.000., 67.000.000.,
3 | Amir Biki | 125000000, |  35000.000
| I M LA B | Rp. 658.000.000,, | Rp. 357.500.000.,

3. Menyatakan Negara cq. Presiden Rl cq. Menteri Keuangan Republik Indonesta sepgera
mencairkan dan menvalurkan kompensasi dimaksud pada angka 2 (dua), secara langsung
kepada Pura Pemohon secarn cepat, tepat dan layak.

Memmbang, bahwa putusan baru dapat diluksanakan apabils teluh mempunyn kekuntan
hukum yang tetap , =

Menimbang, bahwa putusanyang telah mempunya kekuatan hukum tetap, adalah |
- Putusan Pengadilan Megeri yang diterima olel kedua belah pihak (tidak Banding).
b



- Putusan Pengadilan Tinggi vang diterima oleh kedua belah pihak (ndak Kasas:),
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal Kasas:

Menimbang, bahwa setelah mempelujari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon
ternyvats Putusan Perkara Nomor 01/Pid. HAM/Ad=-Hoc/2003/PN.JKLPst, telah di Banding ke
I‘Lnunl.lll.nn Tingg DKI Jukarw dan Kasasi ke Mahkamah Agung Ji:[:-ubilh Indonesia (vide bukn
P3dan P-d) . -

Werimbang, babwa berdasarkan bukti P-3 halaman 60 me;'ﬂtn Putusan Pengadilan
Megeri Jakarta Pusat,, Nomor = 01/Pid. HAM/Ad-Hoe/2003/PN.Jkt Pst., welah dibatalkan oleh
Pengadilan Tingg DK Jakarta, { perkara nomor 01/Pid HAM/Ad-Hoe/2005/PT.DKL) § ----eeee

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 halaman 49 (Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia) ternyata Putusan Penggadilan Tingge DKL Jakarta perkara Nomor
01/Pid. JIAM/AY-Hoe/2005/PT. DKL, dan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor
O1Pi. HAM/A-Hoc/2003/PN. Ikt Pst., telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili sendin yang menyatakan
tuntutan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoe pada hcjaln.w.m Agung Republik Indonesia t:s:lnk a.iup.u
diterimu | seeereeavee=s m-nas

e
Muemimbung, bahwa  bukti-bukti lwinnyn tdak relevan dan ulﬂll karenanya harus

dikesampingkan | e S - i

Sl
o

Memimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  diatas muka
menurut Penggadilan permohonan Para Pemohon tdak beralusan menurut hukum dan oleh
karenanya harus dinyatakan untuk ditolak |

Merimbang, bahwa buku-bukti lainnva tdak relevan dan oleh karenanya harus di
kesampingkan | «- e i R

Mensmbang, bahwa oleh karena permohonan Pari Pemohon ditolak maka dibukum untuk
membayar biaya perkara |

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan | ——--—--e---
MENETAPKAN
= Menyalakan menolak Permobonan Para Pemohon unluk selurdhnya

o Menghukum kepada Para Pamohon umuk membayar biaya perkara sebesar
R 300,000, { Tiga ratus ribu rapiah b

Cremikianlah penetapan i dibum di Jakarta pada harn R A B U, mnggal 28 Pebruari
2007, dan pada hari itu juga diucapkan dulam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami
Martini Marja, SH.MH., scbagai Hakim Ketua Penggadilan Negeri Jakarta Pusal dengan
dibanty Lisour Fauziah,SH., sebagai Panitera Penggant dan dihadivi oleh Kuasa Para Pemohon,

PANITERA PENGGANTI HAKIM,tsb

el v¢ A

LISNUR FAUZIAH, SH. |, MARTINI MARJA. SH. MH.
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